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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
Tanah merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang memegang peranan 

penting dalam hal pembangunan ekonomi di Indonesia. Dimana pembangunan 

ekonomi tersebut merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur sebagaimana yang telah 

secara jelas diamanatkan dalam Pancasila sila ke lima yang menyatakan 

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan diamanatkan pula dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 

ke empat yang menyatakan “untuk memajukan kesejahteraan umum”. 

Dalam rangka mewujudkan pergerakan roda pembangunan di Indonesia maka 

para pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil dan menengah memerlukan dana 

sebagai modal usaha untuk mendorong kegiatan usaha dan investasi di Indonesia. 

Dalam hal ini, bank konvensional memiliki peranan yang sangat besar dalam 

memberikan bantuan dana bagi para pelaku usaha. Hal ini selaras dengan tujuan 

Perbankan Indonesia untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, yang menentukan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 
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pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak”. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa bank sebagai 

lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam hal meminjamkan dana 

sebagai modal usaha memiliki peranan penting dalam hal menggerakkan roda 

perekonomian nasional dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.1 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No.23/69/KEP/DIR pada tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan 

Pemberian Kredit menyatakan bahwa: 

“Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk 

melunasi kredit sesuai dengan perjanjian” 

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh bank 

konvensional sebagai salah satu badan usaha yang memberikan pinjaman modal 

usaha kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit mensyaratkan adanya 

penyerahan jaminan kredit oleh pemohon kredit. 2 

Hukum jaminan itu sendiri merupakan himpunan ketentuan yang mengatur 

atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) 

 

 

 

 
 

1 Abdul Kholiq Imron dan Moch. Najib Imanullah, “Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap 

Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali”, 

Jurnal Repertorium Volume IV Nomor 2 Juli – Desember 2017, hlm.2. 
2 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012), hlm.2. 
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yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat 

ini.3 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak dirumuskan 

secara tegas mengenai apa itu jaminan. Namun demikian, dari ketentuan Pasal 

1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata dapat diketahui arti jaminan.4 Dalam ketentuan 

Pasal 1131 menyatakan bahwa: 

“Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di 

kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur 

tersebut”. 

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa: 

 
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi orang yang 

mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi 

menurut keseimbanagn, yaitu menurut besar kecil piutang masing-masing , 

kecuali apabila diantara para berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk 

didahulukan” 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan modal dan 

mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan dimasyarakat maka 

 
3 Ibid., hlm.3. 
4 Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, Hukum Jaminan Di Indonesia, (Depok: PT 

Rajagrafindo Persada, 2018), hlm.3. 
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diperlukan pembaharuan hukum di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan 

perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat baik itu bagi pemberi 

maupun bagi penerima jaminan dan yang dapat pula memberikan kepastian 

hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.5 

Pembaharuan hukum tersebut diawali dengan dibentuknya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang 

selanjutnnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang secara tidak 

langsung juga berpengaruh terhadap perkembangan hukum jaminan dan lembaga 

jaminan di Indonesia. Dimana dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 UUPA menyebabkan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak 

Tanggungan (UUHT) dan juga melahirkan lembaga jaminan baru di Indonesia 

yaitu Lembaga Jaminan Hak Tanggungan.6 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 UUHT tersebut 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pasal 51 Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA yang menyatakan bahwa: 

 

 

 

 

 

 

5 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.3. 
6 St.Nurjannah, “Eksistensi Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah 

(Tinjauan Filososfis)”, Jurisprudentie Volume 5 Nomor 1 Juni 2018, hlm.2. 
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“Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna-usaha 

dan hak guna-bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan 

Undang-undang” . 

Selain itu dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

UUPA menyatakan bahwa: 

“Selama Undang-undang mengenai Hak Tanggungan tersebut dalam Pasal 

51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai 

hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia 

dan Credietverband tersebut dalam Staatsblad 1908 No.542 sebagai yang 

telah diubah dengan Staatsblad 1937 No.19O”. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 UUPA diamanatkan untuk membentuk lembaga hak jaminan yang 

kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah sebagai pengganti Hypotheek 

sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUHPerdata sepanjang mengenai tanah 

dan Creditverband yang diatur dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah 

diubah dengan Staatsblad 1937-190, yang diharapkan dapat mengakomodasi 

kebutuhan masyarakat Indonesia akan kebutuhan perkreditan dalam rangka 

pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan 

makmur. 7 

 

 
7 Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm.1. 
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Dalam prakteknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan 

waktu yang cukup lama dalam merealisasikan apa yang telah diamanatkan oleh 

Pasal 51 dan 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA. Namun demikian, 

setelah menunggu selama 34 tahum terhitung sejak diundangkannya Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang telah mengamanatkan untuk dibentuknya 

Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga jaminan baru yaitu lembaga 

jaminan Hak Tanggungan akhirnya pada tanggal 9 April 1996 pemerintah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat berhasil mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak 

Tanggungan (UUHT).8 

Pengertian Hak Tanggungan itu sendiri telah secara jelas dijelaskan dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 UUHT, yang 

menyatakan bahwa: 

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang 

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

8 Sutan Remy Sjahdeini Hak Tanggungan asas-asas ketentuan-ketentuan pokok dan masalah 

yang dihadapi oleh perbankan, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999), hlm.1. 
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kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor- 

kreditor lain”. 

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

UUHT juga diatur mengenai hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan objek 

jaminan Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa: 

“Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah: 

 
a. Hak Milik; 

 

b. Hak Guna Usaha; 

 

c. Hak Guna Bangunan”. 

 
Selain ketiga hak sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 UUHT tersebut. Didalam 

ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa ada hak lain yang dapat dibebankan 

hak tanggungan yaitu, bahwa: 

“Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai 

atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan 

dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak 

Tanggungan”. 

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 UUHT ditentukan, bahwa: 
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“Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah hak milik akan 

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”. 

Dari keempat macam hak yang dapat dibebankan Hak Tanggungan tersebut, 

Hak Pakai atas tanah negara merupakan salah satu objek jaminan Hak 

Tanggungan yang menarik untuk dibahas. Pengertian Hak Pakai itu sendiri telah 

dijelaskan dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 UUPA yang menyatakan bahwa: 

“Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 

tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang 

memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 

perjanjian dengan pemilik tanahnya , yang bukan perjanjian sewa-menyewa 

atau perjanjian pengelolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan 

dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini”. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

UUHT, Hak Pakai atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak 

Pakai yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut 

sifatnya dapat dipindahtangankan. Jadi pada prinsipnya objek jaminan Hak Pakai 

atas tanah adalah hak atas tanah yang memenuhi dua persyaratan yakni wajib 

didaftarkan untuk (untuk memenuhi syarat publisitas) dan dapat 
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dipindahtangankan (untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran utang yang 

dijamin pelunasannya.9 

Hak pakai atas tanah sebagai salah satu objek Hak Tanggungan memberikan 

Hak Preference (droit de preference) atau kedudukan yang diutamakan kepada 

kreditor tertentu daripada kreditor lainnya. Oleh karena itu. Kreditor berhak 

mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu apabila debitor cidera janji.10 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 UUHT yang menyatakan bahwa: 

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama 

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan  

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari 

hasil penjualan tersebut”. 

Melihat isi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 UUHT 

tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum yaitu Hak Pakai atas tanah 

sebagai objek jaminan Hak Tanggungan memiliki jangka waktu dalam hal 

penguasaan hak tersebut sedangkan salah satu sifat jaminan Hak Tanggungan 

yaitu pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak mendahului dalam hal 

pelunasan utang dari kreditor-kreditor lainnya (Droit De Preference).11
 

 

9 Neni Chona’ah, “Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagi Objek Jaminan Hak Tanggungan”, 

Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 2 Nomor 2 Agustus 2018, hlm.3. 
10 Irma Devita Purnamasari, Hukum Jaminan Perbankan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 

2011), hlm.41. 
11 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008), hlm.416. 
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Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA, Yang menyatakan bahwa: 

“Hak Pakai dapat diberikan: 

 
a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya digunakan  

untuk keperluan yang tertulis; 

b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa 

apapun”. 

Berdasarkan hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum 

yang berkenaan dengan Hak Pakai Atas Tanah yang dapat dijadikan objek 

jaminan Hak Tanggungan karena Hak Pakai Atas Tanah memiliki jangka waktu 

yang terbatas diantaranya tentang apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi 

Bank Sumsel Babel mau menerima Hak Pakai Atas Tanah sebagai jaminan dalam 

kegiatan perkreditannya dan bagaimana pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan 

dengan objek jaminan Hak Pakai Atas Tanah dalam hal debitur yang wanprestasi 

di Bank Sumsel mengingat tanah yang dijadikan objek Hak Tanggungan bukan 

merupakan hak milik melainkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau 

tanah milik orang lain yang diberikan kuasa kepadanya untuk menggunakan 

dan/atau memungut hasil dari tanah tersebut. Oleh sebab itu, akan muncul 

permasalahan hukum terhadap Hak Pakai Atas Tanah yang dijadikan objek Hak 

Tanggungan tersebut. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

membahas permasalahan tersebut diatas dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Objek Hak Pakai Atas 

Tanah Di Bank Sumsel-Babel”. 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi diterimanya Hak Pakai Atas 

Tanah yang dibebani Hak Tanggungan dapat menjadi jaminan kredit di 

Bank Sumsel Babel? 

2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dengan objek jaminan 

Hak Pakai Atas Tanah dalam hal debitur yang wanprestasi di Bank 

Sumsel Babel? 

C. Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi Hak Pakai Atas 

Tanah yang dibebani Hak Tanggungan dapat menjadi jaminan kredit di 

Bank Sumsel Babel. 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dengan objek 

jaminan Hak Pakai Atas Tanah dalam hal debitur yang wanprestasi di 

Bank Sumsel-Babel. 

D. Manfaat Penelitian 

 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

 
1. Secara Teoritis 

 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat untuk digunakan sebagai acuan teoritis bagi 

para pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum 

jaminan pada khususnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pembebanan 

Hak Pakai Atas Tanah sebagai objek jaminan Hak Tanggungan. 

2. Secara Praktis 

 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan data 

yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada 

khususnya dalam hal menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Hak 

Pakai Atas Tanah sebagai objek Hak Tanggungan. 

E. Ruang Lingkup 

 
Adapun karena luasnya ruang lingkup Hukum Jaminan khususnya Jaminan 

Hak Tanggungan yang memiliki beberapa objek yang dapat dijadikan Jaminan 
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Hak Tanggungan. Maka dari itu, untuk menunjang agar penulisan skripsi ini lebih 

terarah dan tentunya agar tidak menyimpang dari judul penulisan maka penulis 

mengkhususkan pembahasan skripsi ini kedalam bidang yang lebih prinsip lagi 

yaitu hanya sebatas Hak Pakai Atas Tanah yang dijadikan sebagai objek Jaminan 

Hak Tanggungan. 

F. Kerangka Teori 

 
Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, 

thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan 

perbandingan pegangan teoritis.12 Kerangka teori itu sendiri dalam penulisan 

karya ilmiah hukum memiliki 4 macam ciri, yaitu: 

a. Teori-teori hukum; 

 

b. Asas-asas hukum; 

 

c. Doktrin hukum; 
 

d. Ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.13 

 
Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian ini, adalah 

teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai 

kajian dan temuannya. Maka dari itu dilihat dari permasalahan yang terkait 

dengan Hak Pakai Atas Tanah sebagai objek Jaminan Hak Tanggungan maka 

 

 

 
 

12 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), hlm.80. 
13 H.Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.79. 
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teori yang akan penulis gunakan sebagai landasan penulisan dalam penelitian ini 

adalah, sebagai berikut: 

1. Teori Perjanjian / Persetujuan 

 
Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui 

landasannya dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: 

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang- 

undang”. 

Pasal 1233 KUHPerdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan bisa dilahirkan 

baik karena persetujuan atau perjanjian maupun bisa karena Undang-Undang. 

Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada 

perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Begitu juga dengan akibatnya, lahirnya 

seseorang atau pihak yang berkedudukan sebagai kreditur ( si berpiutang), 

dan/atau pihak yang berkedudukan sebagai debitur (si berutang), bisa karena 

mereka melakukan atau mengadakan perjanjian untuk melakukan hak atau 

kewajiban itu dan bisa juga hak dan kewajiban itu dilahirkan atas dasar ketentuan 

Undang-Undang dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan.14
 

Mengenai perikatan yang dilahirkan dari persetujuan atau perjanjian 

dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan 

bahwa: 

 

14 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.42. 
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“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. 

Perjanjian yang dibuat antara para pihak baru dapat dikatakan sah dan 

mengikat para pihak apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian 

sebagimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa: 

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

 

3. Suatu hal tertentu; 

 

4. Suatu sebab yang halal”. 

 
Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan memiliki unsur yang dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa unsur, yaitu: 

1. Unsur Essensialia 

 

Eksistensi suatu perjanjian dapat ditentukan secara mutlak dari unsur 

essensialia, karena tanpa adanya unsur essensialia suatu janji tidak pernah 

ada. Sebagaimana dapat dicontohkan mengenai “sebab yang halal”, 

merupakan essensialia akan adanya perjanjian. Dapat dicontohkan pula 

dalam suatu kegiatan jual beli, harga dan barang yang telah disepakati  

oleh pihak penjual dan pihak pembeli merupakan unsur essensialia dalam 
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kegiatan jual beli tersebut. Contoh lainnya dalam perjanjian riil, syarat 

penyerahan objek perjanjian merupakan unsur essensialia. 

2. Unsur Naturalia 

 

Mengenai unsur naturalia diatur dalam ketentuan undang-undang. 

Namun ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut bersifat 

mengatur atau menambah (regelend atau aanvullendrecht). Jadi dalam hal 

ini para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. 

3. Unsur Accidentalia 

 

Unsur accidentalia dalam perjanjian memiliki unsur yang sama dengan 

unsur naturalia yakni sifatnya merupakan penambahan dari para pihak. 

Undang-undang (hukum) sendiri tidak mengatur tentang hal itu. Dapat 

dicontohkan dalam hal perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tentu 

bisa ditiadakan.15
 

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

 

Perlindungan hukum merupakan unsur yang sangat penting jika berbicara 

dalam konteks negara hukum mengingat Indonesia merupakan negara hukum. 

Perlindungan hukum dianggap sebagai unsur terpenting karena dalam 

pembentukan sebuah negara hukum akan diikuti pula dengan dibentuknya aturan- 

aturan yang akan mengatur setiap warga negaranya. Mengingat dalam kehidupan 

bernegara antara tiap-tiap warga masyarakat akan terjadi hubungan-hubungan 

15 Ibid., hlm.44. 
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timbal balik yang akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka. Selain 

itu, perlindungan hukum memang menjadi sebuah kewajiban yang harus 

diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya untuk melindungi hak-hak 

warga negaranya tersebut. 

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.16
 

Menurut Setiono hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi 

masyarakat perlindungan dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, demi untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya 

sebagai manusia.17
 

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan 

harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.18 

Selain itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 
 

16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000), 

hlm.74. 
17 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3. 
18 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: PT.Bina 

Ilmu, 1987), hlm.1. 
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Pada perlindungan hukum preventif rakyat diberikan kesempatan 

untuk menyatakan pendapatnya sebelum sebuah keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang definitive yang tujuannya adalah untuk mencegah 

adanya atau terjadinya sebuah sengketa. Bentuk perlindungan hukum 

preventif memiliki pengaruh penting untuk mempengaruhi pemerintah 

dalam mengambil keputusan yang didasarkan diskresi karena dengan 

adanya perlindungan hukum preventif pemerintah dalam mengambil 

keputusan menjadi lebih hati-hati untuk mencegah terjadinya sengketa. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

 

Pada perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk 

menyelesaikan sebuah sengketa yang telah terjadi. Dimana perlindungan 

hukum yang diberikan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 

Administrasi yang ada di Indonesia termasuk kedalam kategori 

perlindungan hukum represif.19
 

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan 

hukum. Perlindungan hukum yang diberikan oleh bangsa Indonesia 

terhadap rakyat Indonesia sebenarnya merupakan perlindungan yang 

bersifat pengimplementasian atas prinsip pengakuan dan perlindungan 

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan 

prinsip negara hukum yang didasarkan pada Pancasila. 

 
 

19 Ibid., hlm.30. 
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Prinsip perlindungan hukum sangat penting dalam suatu hubungan 

hukum perjanjian demi keseimbangan posisi para pihak dihadapan hukum, 

sehingga dalam hubungan hukum perjanjian tidak ada ketimpangan posisi 

yang akan merugikan pihak satu dan menguntungkan pihak lainnya. 

3. Konsep Wanprestasi 

 
Prestasi merupakan inti dari suatu perikatan. Prestasi diartikan sebagai sesuatu 

hal atau kewajiban yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. 

Apabila tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur yang telah ditentukan dalam 

perjanjian, maka hal tersebutlah yang dikatakan wanprestasi (kelalaian). Dalam 

wanprestasi, ada 4 (empat) keadaan yang dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu 

tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara 

tidak baik, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya.20
 

Apabila dalam suatu perikatan debitur melakukan wanprestasi, maka bagi 

debitur yang lalai terhadap kewajibannya tersebut terdapat 4 (empat) macam 

akibat-akibat yang harus ditanggung oleh debitur, yaitu: 

1. Mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur akibat wanprestasi yang 

dilakukan debitur atau yang biasa dinamakan dengan ganti-rugi; 

 

 

 
 

20 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 

hlm. 175. 
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2. Pembatalan perjanjian antara kreditur dan debitur atau yang biasa 

dinamakan pemecahan perjanjian; 

3. Peralihan resiko; 

 

4. Membayar biaya perkara, masalah wanprestasi tersebut sampai 

diperkarakan di depan hakim di pengadilan.21
 

Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam suatu perjanjian telah 

ditentukan waktu untuk pemenuhan prestasi, namun debitur tidak memenuhi 

kewajibannya baik karena kesalahan debitur maupun karena kelalaiannya lewat 

dari tenggang waktu pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah di perjanjikan 

oleh para pihak. Namun, untuk dikatakan debitur wanprestasi kreditur sebagai si 

terhutang harus memberikan teguran terlebih dahulu kepada debitur. Jika setelah 

mendapatkan teguran dari kreditur, debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya 

barulah debitur dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. 

Sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang 

menyatakan, bahwa: 

“Si berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah 

akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri jika ini 

menetapkan bahwa siberhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya 

waktu yang ditentukan”. 

 

 
 

21 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT.Intermasa, 2002), hlm.45. 
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Dalam hal debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih 

beberapa kemungkinan tuntutan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur. 

 

2. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai dengan menuntut ganti rugi atas 

kerugian yang dideritanya kepada debitur. Sebagaimana yang telah 

ditentukan dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, yang menyatakan 

bahwa: 

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih 

apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak 

yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut 

pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan 

bunga” 

3. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian 

hanya karena keterlambatan. 

4. Kreditur dapat menuntu pembatalan perjanjian. 

 

5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. 

Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda. 22
 

Namun, tuntutan yang menuntut debitur untuk mengganti biaya, kerugian dan 

bunga karena wanprestasi ini hanya dapat dipenuhi apabila debitur dinyatakan 

lalai dalam pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian antara kreditur dan 

22 Salim HS, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyususnan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2006), hlm.96. 
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debitur. Hal ini telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, yang 

menyatakan bahwa: 

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan 

lalai memeuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang 

harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam 

tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. 

G. Metode Penelitian 

 
Metode penelitian merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya 

ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran 

ilmu yang bersangkutan.23 Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif yang didukung data lapangan. Penelitian hukum normatif 

adalah suatu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai 

aspek, baik itu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan 

komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi 

 

 

 

 
 

23 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm.16. 
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pasal, maupun bahasa hukum yang digunakan.24 Data yang diperoleh dari 

kajian hukum tertulis tersebut didukung dengan data yang diperoleh dari 

lapangan, dimana data tersebut diperoleh dari lapangan secara langsung di 

Bank Sumsel Babel Kantor Pusat Palembang tentang pelaksanaan 

eksekusi Hak Tanggungan dengan objek Hak Pakai Atas Tanah. 

2. Metode Pendekatan 

 

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang- 

undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). 

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode pendekatan yang 

dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.25 

Sedangkan pendekatan perundang-undangan merupakan metode 

pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- 

kasus yang berkaitan dengan isi yang dihadapi.26
 

3. Jenis dan Sumber Data 

 
Sumber data yang digunakan dapat dibagi menjadi dua, yakni data primer 

dan data sekunder: 

a. Data primer 
 

 
 

24Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), 

hlm.120. 
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.92. 

 
26 Ibid., hlm.93. 
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Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber 

data baik melalui wawancara secara langsung dengan pihak terkait, 

observasi, kuesioner, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi 

yang kemudian diolah dan dianalisis oleh peneliti.27 Dalam penelitian ini 

data diperoleh melalui wawancara secara langsung dari Bank Sumsel 

Babel Kantor Pusat Palembang. 

b. Data Sekunder 

 
Data sekunder diperlukan sebagai pendukung data primer.28 Data 

sekunder penelitian ini terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang 

terdiri dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan 

Dengan Tanah. 

4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

 
27 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm.170. 
28 Ibid, hlm.171. 
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5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya 

dengan pembahasan penelitian ini. 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi:29
 

1) Buku-buku teks, kamus-kamus dan jurnal-jurnal hukum; 

 

2) Putusan pengadilan. 

 

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berupa petunjuk 

atau penjelasan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder 

yang berasal dari kamus, internet, majalah, surat kabar, dan 

sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Untuk data lapangan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan 

informan yang dalam hal ini adalah pejabat bidang Pengelolaan 

Penyelamatan Kredit Bermasalah di Bank Sumsel Babel Kantor Pusat 

Palembang; 

b. Untuk data kepustakaan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mencari bahan-bahan hukum dengan cara 

mengelompokkan peraturan perundang-undangan, meniliti bahan 

 
 

29 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm.142. 
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pustaka, membaca buku-buku, mengakses internet dan sumber-sumber 

lainnya yang terkait dengan penelitian skripsi ini. 

5. Teknik Analisis 

 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan 

data secara jelas kedalam bentuk kalimat sehingga dapat diperoleh gambaran 

yang aktual dan menyeluruh mengenai pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan dengan objek Hak Pakai Atas Tanah. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 
Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berupa prinsip  

atau sifat yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat 

khusus, prosesnya disebut induksi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian 

disusun, diolah, dikaji, dan kemudian ditarik maknanya dalam bentuk 

pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.30
 

H. Sistematika Penulisan 

 
Di dalam bab ini akan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 
30 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Setia, 2008), hlm.112. 
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BAB I 

 
Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, ruang li\ngkup penelitian, kerangka konseptual, dan metode 

penelitian. 

BAB II 

 
Di dalam bab ini akan berisi Tinjauan Pustaka tentang perjanjian, Hak 

Tanggungan yang di dalam sub babnya membahas tentang perjanjian, asas serta 

syarat perjanjian, mengenai Hak Tanggungan, objek Hak Tanggungan, kedudukan 

kreditur serta upaya hukum kreditur dalam hal debitur wanprestasi. 

BAB III 

 
Di dalam bab ini akan berisi pembahasan dari hasil penelitian mengenai 

masalah-masalah yang akan di bahasa dalam penelitian ini. 

BAB IV 

 
Di dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian. 

 
- Daftar Pustaka. 

 

- Lampiran. 
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